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PERATURAN DAERAHKABUPATKi KONAWE SELATAN 
NOMOR : X  Ti OTN 2010

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KA;J PATEN KONAWE SELATAN 
DENGAN RAHMAT TUHAN 7  KG MAHA ESA

BUPATI KONAWE M iiATAN

Menimbang a. bahwa dalam upaya mei ngkatkan Pendapatan M  Daerah di

Kabupaten Konawe Selat;u sebagai usaha menggali potensi snmber 

daya alam gnna fees?j hteraan masyarakat maka pendirian 

Perusahaan Daerah meny ikan m atu  tuntutan kehntnhan sesuai 

dengan kondisi saat ini;

b. batora sesnai dengan mak; id pada pasal 177 Undang-Undang Nomor 

32 tahun 2084 tentang I meristab Daerah, maka dipandang perin 

Daerah memiliki Badan Us< ia Hilik Daerah (BOMD);

c. bahwa sesuai dengan -per abangan huruf a  dan hcruf b tersebut 

diatas m ata dipandang m in membentuk Peratnran Daerah tentang 

PendiriaH PemsahaanDaai Ji Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat : I. Undang-Undang Nomor 3 Tahan 1959, tentang Peobentnkan

Daerah-Daerah Tingkat n di Sulawesi (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahui 1959 omor 14, Tambahan lembaran Negara

Repubfik Indonesia Homu i 822);

2. Undasg-Undang Nomor 5 Tabun 19S2 tentang Pernsahaan Daerah 

(Lembaran Negara R epalik  Indonesia Tahan 1962 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Jfeijp a Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan

K^hap^ten Konawe k  itan di Provinsi Sulawesi Tenggara

(Lembaran Negara Rei: ilik Indonesia T a t a  2003 Nomor 24, 

Tambahan Lembaran Neg; ca Republik Indonesia Nomor 4267);

l



4. Undang-Undang Romor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Penindang-uid ngan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahnn 2004 S unor 53, Tambahan Lembaga Segara 

Republik Indonesia Nomor 4189);

1  Undang-Undang Nomor 32 fahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara HepnhLk Indonesia Tahan 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Fegar. Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahnn 2008 

tentang Pembahan Undang Undang Nomor 32 Tahnn 2004 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembtran Negara Bepohlik Indonesia Tahnn 

2008 Nomor 59, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 3 ' Tahnn 2004 tentang Perimbangan

Kenangan antara Pemer itah Pasat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Repnhik Indonesia Tahnn 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negar, Republik Indonesia Nomor 4438);

1  Perataran Pemerintah Honor 79 tahnn 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawns.a Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lemabaran Negara Rep iL ik Indonesia Tahnn 2005 Nomor 165, 

Tambahan L m a b a m  Net?a a  Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peratnran Pemerintah Nan ir  38 Tahnn 2007 tentang Pembagian 

U n uai Pemerintahan antsi? Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 

dan Pemerintah Daerah Kalnpatea/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahnn 2007 N m or 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4 (39);

9. Peratnran Daerah Kabupate i Konawe Selatan Nomor 10 Tahnn 2007 

tentang Drusan Pemerint- ti Tang Menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten Konawe Selatan;
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Dengan Persetqaan B :sama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH IL BUPATEN KONAWE SELATAN

Menetapkan:

dan

BDPATI KONAWE SI UITAN

BJEMDTUSKfiS

PEHATUKAH DAERAH TERTA *  PERDDHAN PERUSAHAAN DAERAH
KJUHMTEIKOHAWE SELAT,! I

BABI 
KETENTUAN 0ff> iffll 

Pasal 1

Salam Peratnran Daerah ini ya tg dimaksud dengan :
1. Kabapaten adalah Kahnpatt t Konawe Selatan;
2. Daerah adalah Daerah K ait jaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konav e Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalahDewan Perwakilan f  akyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kahnpates Konawe 

Selatan;
8. Perusahaan Daerah atiaUh selanjutnya disingkat PD adalah 

Perusahaan Daerah K akpa; m Konawe Selatan;
7. Direksi adalah Direkd Peru, ahaan Daerah Kahnpaten Konawe Selatan;
8. Direktur adalah Siiektnr Pemsahaan Daerah Kabupaten Konawe 

Selatan;
9. Badan Pengawas adalah fi. ian  Pengawas Pemsahaan Daerah Konawe 

Selatan;
10. Pegawai adalah Pegawai F msahaan Kabupaten Konawe Selatan;

1). Kencana Kezja dan Ahggaian Pernsahaan adalah Rencana Kerja dan 
Anggaran Pemsahaan Baui h (PD);

12. Pembinaan adalah kegiatan nntnk memberikan pedoman bagi 
Pemsahaan Daerah (PD) dalam perencanaan, pelaksanaan dan 
pengendalian dengan makrod agar Pernsahaan Daerah (PD) yang 
bersangkutan dapat mekksanakan tugas dan tangsinya secara 
berdaya p n a  dan berhaul gona serta dapat berkembang dengan 
baik;
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13. Pengawasan adalah sefami proses kegiatan penilaian terhadap 
PerasahaanDaerab (PD) den an tujuan yang telah ditetapkan;

14. Pemeriksaan adalah kegiata i yang menilai Perusahaan Daerah (PD) 
dengan cara membanding'ran antara keadaan yang sebenarnya 
dilakukan baik dalam bidan i keuangan maupun dalam bidang teknis 
operasional.

BAB n 

PENDIRIAN PEHGSf 9AAN 

Pasal 2

Perusahaan Daerah ini didirikan berdasarkan Peraturan Isa rah Kabupaten Konawe Selatan;

BAB m  

ANGGARAN DilS iR

Pasal 3

(1) Perusahaan Daerah (PD) sebagaimana dimaksud de am pasal 2 adalah Badan Usaha Bilik 

Daerah (BSMD) yang mempunyai tu g u  dan wevv mang untuk menyelenggarakan kegiatan 

didalam wilayah ketjanya sesuai dengan peratnran j t .  undang-undangan yang berlaku;

(2) Pernsahaan Daerah melakukan kegiatan usaha-mihanya berdasarkan ketentuan-ketentuan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Derah ini deagin memperhatikan peraturan perundang- 

nndasgan yangberlaku;

(3) Dengan tidak mengurangi ketestian-ketentnan dalam Peratnran Daerah ini, terbadap Perusahaan 
Daerah (PD) diberlakukan peraturan pemndang-tmdai gan yang berlaku dalam Negara Republik 
Indonesia.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN DAN ANGKA WAKTU

Pasal 4

(1) fantur Pusat Perusahaan Daerah (PD) Kali opaten Konawe Selatan didirikan dan 

berkedudukan di Ibukota Kabapaten Konawe Selsian;
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Penoahaanr ^Itaeralit &mawe S«Istan dapat membuka kantor-kantor 

c^bsR g /pen ilia ti/^efw aid laa i^  ns^haijasi lainnya sepaBjangm m iingim kanyang 

ditetapkan dek  D in k a  d«gfr°persetujttas;Badan ?engawas. dan iliketafeti oleh; Bupati.

Pasal 5

B m ^ a a a  Daerali la k p c tte n  Konawe Selatan diberikan jaigka waktn yang tidak ditentukan.

BAB V

SIFAT, MAKSUD DATJ flJJUAIi 

Pasal 6

(1) Sifat iisalia dari Perusahaan Daerab menyediakan lelayanan bagi kemanfaatan im un  dan 

pelayanan’ jasa gm a peningkatan penanaman m d al dan sekaligus memupuk keuangan
h  ft ^  J  ■ A a l a f l  ̂  i i M B i H r t V A A a M l U l A A l I  : n > « B i H A l l i k i l H  H 'f t  r f |M ll|l -DffllflWJlCftft | n w p  ;pM ^M M B i6ITIMill<iil!3 vaftf&Il,

P lU aksndPerusahaas-D aeraltadalali;

a. Meayelengarakan usaha dihidang industri peria; ibangan guna meningkatkan penanaman 

modal di Koiawe Selatai dan memnpuk keuanger:

b. lesyelengaiakan pesgdolaas-industri pertambiui-as sejalan dengan tujuan Pembangunan 

Daerah : f e f l S o n l i l i ^ f c B e r p e d r a u a n  kepad. rencana kerja Pemerintah Daerah yang
’ ’ •■ ' i. ' ■ T"!:.i f •,1. ■' *'

dunsnn berdasafran taen tua tfp era to ian  pernud, ng-nndangan dihidang Penanaman Modal
: -v ! v ■ ■

*■!■_ "'Uh '- .:-*  - '̂V  *'-*  : * -oan m num sinan ,

(3) Pernsahaan Daerah didirikan dengan tujuan untuk m ningkatkan pendapatan asli daerah, t a u t  

berperan serta dalam perabafignnan pert|onoi ian daerah, raemperhias pemerataan 

pffflfttmgnBait fen  haA harilnya tennaink memper m  kesempatan berusaha dan lapangan 

kerja;

(4) Tnjnan Pernsahaan Daerah adalah turut se rtrm en  ijangim ekonomi daerah khum nya dalam 

T anjt^ . ptlaknaiiaaii prnyam  iprattangnnan daerah dibidang penanaman moda]. /  indostri 

melaini upaya memFercepat^pertnmhnbffli didaerah, memberikan kemadaban dalam kegiatan 

industri.



(5) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagai tana ayat (!) pasal ini, pengelolaan dan 

pembinaan Perusahaan Daerah (PD) Kabupaten Sonawe Selatan dilaknkan berdasarkan asas 

ekonomi pemsahaan dengan prinsip efisien ian efektif serta kegairahan keija dalam 

perusahaan.

BAB VI

KEGIATAN DAN PENGSI IB ANGAN USAHA 

Pasal'

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Daera sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 

Pemsahaan Daerah menyelenggarakan kegiatan pada $ rana bidang usaha sesuai dengan potensi 

daerah Kabnpaten Konawe Selatan.

Pasal i

Untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam meiu ipai maksud dan tnjnan Pemsahaan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam pasal G, maka berd; ;arkan kebijakan pengembangan Perusahaan 

Daerah d a p a t :

(1) Melafalkan keija sama usaha atau patungan (joi venture) dengan badan usaha lain;

(2) Membentuk anak Pemsahaan Daerah;

(3) Melalmkan penyertaan modal dalam badan usaba lain yang terkait dengan bidang usahanya.

BAB v n  

WILAYAH I EKJA

Pasal ■

(1) Wilayah keija Pemsahaan Daerah melipati sefcn i wilayan Kabnpaten Konawe Selatan;

(2) Pembahan atas Wilayah Kerja Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 

Pemsahaan Daerah.
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BAB m
M 0 D A I.

Pasal I(

(1) Modal Pemsahaan Daerah berasal dari penyertaa modal daerah kepada Pemsahaan Daerah;

(2) Penyertaan Modal sebagaimana dimafcsnd pai a ayat (1) berupa tanah, bangunan dan

kelengkapannya dan atan berupa tiang;

(3) Bentuk dan jenis besaran penyertaan modal Per sabaan Daerah sebagai mana dimaksud pada

ayat (2) pasal ini diatur dalam Peratnran fiat ah tentang penyertaan modal daerah dalam

pendirian Pemsahaan Daerah;

(4) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambalan modal kepada Pemsahaan Daerah yang 

ditetapkan dengan Peratnran Daerah;

(5) Pernsahaan Daerah merupakan kekayaan daera! yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah Kabnpaten Konawe Selatan dan t dak terbagi atas saham-saham;

(6) Penyertaan modal dari pihak ketiga dimangkinka i sepanjang sesuai dengan peratnran 

pemndang-Mdangan yang b e d ah .

Pasal J1

Semna alat-alat likdd yang tidak segera diperlukan ileh Pemsahaan Daerah disimpan dalam bank

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-nadancan yang berlaku.

BABI 

PEMBINi AN

Pasal; 2

(1) Bupati mehtknfan ppmbinaan dan pengawasan s .*cara nmnm terhadap Pemsahaan Daerah;

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimiksud ayat (1) dilainkan dengan menetapkan 

kebijakan pengembangan nsaha;

(3) Kebijakan pengembangan nsaha merupakan arch dalam mencapai tnjnan Pemsahaan Daerah, 

baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan nsaha, sumber pembiayaannya, penggunaan 

basil nsaha Pemsahaan Daerah dan kebijakan pmgemhangan nsaha lainnya;
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(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pedoman bagi 

Direksi dan Badan Pengawas dalam menjalankan iegiatan operasional Perusahaan Daerah;

(5) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat ( )  pasal isi disusun berdasarkan kebijakan 

pengembangan nsaha sebagaraan dimaksud pada ayat (2);

(6) Bupati sewaktn-waktu dapat meminta keterangan dari Direksi dan Badan Pengawas.

Pasal 1

Bupati tidak bertanggung jawab atas segala akik t yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum 

Perusahaan Daerah dan tidak bertanggung jawab at; ; kerugian Pernsahaan Daerah melebihi nilai 

kekayaan daerah yang telah dipisahkan ke dalam Peri ;ahaan Daerah, kecuali apabila :

(1) Bupati baik langsing maupun tidak langsing dr igan etikat buruk memanfaatkan Pernsahaan 

Daerah semata-mata untuk kepentingan pribadi;

(2) Bupati terlibat dalam perbuatan melawas hukum /ang dilakukan Perusahaan Daerah atau;

(3) Bupati langsung maupun tidak langsung sees a melawan hukum menggunakan kekayaan 

Perusahaan Daerah.

BRB X

D I R E K S I

Bagian Pen raa 
Eepeugurnsan dan ersyaratan

P a s a l  1 i

(!) Kepengurusan Perusahaan Daerah dilakukan oleh Direksi;

(2) Direksi pada Perusahaan Daerah terdiri dari seni \ng Direktur;

(3) Berdasarkan perkembangan Perusahaan Daerah apat diangkat lebih dari seorang Direktnr

(4) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud jiada ayat (1) paling banyak 4 (empat) orang 

dan seorang diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 1 i

(1) Direksi diangkat oleh Bupati yang berasal dari sv asta  atas nsul Badan Pengawas;

(2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksnd i ada ayat (i) bukan berasal dari swasta maka 

yang bersangkutan harus melepaskan terlebih da inhi status kepagawaiannya;
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Pasal 6

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus emenuhi persyaratan sebagai b e rik a t:

1. ffaiga negara Indonesia;

2. Beitagwa kepada Tahan Tang 8 aha  Esa;

3. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;

4. Setia dan taat kepada Segara dan Pemerintah R publik Indonesia;

5. Tidak pernah terlihat langsung maupun tidak U; istmg setiap kegiatan yang menghianati 

Segara Kesatuan R I ;

& Memponyai rasa pengabdian terhadap nnsa da i langsa terutama pada pemerintah daerah;

7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputu  i  pengadilan;

8. Sehat jasmani dan rohani;

9. Jujur dan berwibawa;

19. Diutamakan mempunyai pendidikan sekarang-k a ngnya Sarjana (SI);

11. Mempunyai pengalaman keija minimal 5 (lima tahnn diperasahaan yang dibuktikan dengan 

suiat keterangan (referensi) dari perusahaia»; eMumnya dengan penilaian sebelumnya dengan 

penilaian haik;

12. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, tisi dan strategi perusahaan;

13. Tidak terikat hubngaa keluarga dengan Bnp?t; sampai dengan derajat ketiga baik menurut 

garis lurus maspun kesamping tennasuk menari dan ipar;

14. Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana (Jin iksud ayat (2) pasal 15 peratnran daerah ini 

ditetapkan oleh Bupati.

Pasal. *'

(1) Jika hubungan keluarga sebagaimana dimaks l pada ayat (1) pasal 16 terjadi sesudah 

pengangkatan anggota Direksi maka anggota i  reksi tersebut harus mengajukan permohonan 

kepada Bnpati atau dapat melanjutkan jabatanrry i;

(2) Permohonan kepada Bupati sebagaimana dim ah d pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 

paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya hu ungan keija;
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(3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ay; ■ (1) pasal 16 dapat melanjutkan jabatannya 

sampai dikeluarkannya keputusan Bupati bagi gota Direksi tersebut dapat atau tidak dapat 

melanjutkan jabatan;

(4) Kepntasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ; 'a t (3) diberikan dalam jangka waktu paling 

lambat 2 (duaj bulan teiltitung sejak permch nan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diajukan;

(5) Dalam hal keputusan Bupati belum dikeluariti dalam jangka waktu sebagaimana dimksnd 

pada ayat (4) Bupati dianggap memberikan k e p  isan bahwa angota Direksi dapat melanjutkan 

jabatannya.

Pasal i

Direksi tidak dibenarkan memangku jabatan rang^ sebagaimana diatur sebagaimana tersebut

dibawah i n i :

(1) Anggota Direksi di Badan Usaha Milik Daerah i HMD) atan pemsahaan lainnya atau jabatan 

lain yang berimbangan dengan pengelolaan Per i: ’haan Daerah;

(2) Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalaiu nstansi/lembaga pemerintah;

(3) jabatan lain sesuai ketentuan dalam Peraturen Daerah dan ketentuan peratnran penutdang- 

undangan yang bertata;

Pasal t.'

(1) Pengangkatan d a i pemberhentian anggota Dires s ditetapkan dalam Keputusan Bupati

(2) Apabila dalam 2 (Dua) tahnn bertnrat-tnrui liretoi tidak mampu meningkatkan kenerja 

Pemsahaan Daerah, Bupati dapat mengganti dap..- t Direksi;

Bagian tua 
Masa Jabat, u Direksi

Pasal 0

(1) Hasa jabatan Direksi ditetapkan selama 3 (Tiga! Tahun untuk 2 (dua) kali masa Jabatan;

(2) Pengangkatan untuk masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 

apabila Direksi terbukti mampn meningkatkan ti eija Pernsahaan Daerah;

(3) Anggota Direksi dapat diangkat dengan batas u: i maksimal 60 (enam pnluh) tahun.
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Bagian Ke ;ga 
Tugas dan Wew * Jig Direksi

Pasal <' t

Direksi dalam mengelola Pernsahaan Daerah mempni.y i tugas sebagai berikn t:

(t) Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan F rusahaan Daerah;

(2) Menyampaikan rencana kerja 3 (Tiga) tahunan < m rencana keija anggaran Pernsahaan Daerah 

tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendap. kau pengesahan;

(3) Melakukan pembahan terhadap program kera  setelah mendapatkan persetujuan Badan 

Pengawas;

(4) Membina pegawai;

(5) Mengnms dan mengelola kekayaan Perusahaan i lerah;

(6) Menyelenggarakan administrasi umnm dan kenai jan;

(I) Mewakili Perusahaan Daerah baik didalara raanp n diluar pengadilan;

(8) Menyampaikan laporan berkala mengenai sa lu  .h kegiatan termasuk neraca dan perhitungan 

laba rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal / 1

Direksi dalam mengelola Pemsahaan Daerah mempmi} i wewenang sabagai beriku t:

(1) Mengangkat dan memberhentikan pegawai dan t naga kerja lainnya;

(2) Mengangkat, memindah ttgaskan dan memberhe. tikan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;

(3) Menetapkan besaran gaji, tunjangan dan jasa i oduksi pegawai dari jabatan dibawah Direksi 

dan tenaga kerja lainnya sesuai dengan keten ir n yang berlakn;

(4) Menandatangani ikatan hukmn dengn pihak lain

(5) Menetapkan peraturan pemsahaan;

(6) Menandatangani neraca dan perhitungan laba n ji.

P a s a l 3

Direksi memeriifa» peisetnjtaa dari Bupati atan pert mbangan Badan Pengawas dalam hal-hal:

(1) Mengadakan perjanjian-perjanjian beijasama a: iha dan atan pinjaman yang mungkin dapat

berakibat berknranpya asset dan membebani a* ggaran Pemsahaan Daerah;

(2) Mwnindalrtanijaiilran, menghipotekkan atan ai aggadaikan benda bergerak dan atan tak

bergerak miEk Pemsahaan Daerah;
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(3) Penyertaan modal dalam perusahaan lain.

(1) Dalam menjalankan tugas-tugas Perusahaan Baea t sebagaimana dimaksud dalam pasal 21:

a. D iiektu Utama dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi berdasarkan persetujuan

anggota Direksi lainnya;

h. Para Direktur berhak dan berwewenang bar adak untuk dan atas nama Direksi masing-

masing untuk bidang yang menjadi tugas dm  wewenanpya;

(2) Apabila salah satu atau beberapa anggct. Direksi berhalangan, tetap menjalankan 

pekerjaannya atan apabila jabatan tertuang pery otinya belum diangkat atau belum memangku 

jabatannya, maka jabatan tersebut dipangku ieb anggota Direksi lainnya yang ditunjuk 

sementara oleh Bupati atas pertimbangan dari >< ian Pengawas;

(3) Dalam jangka waktu paling lambat dna bulan t clitung sejak terjadinya keadaan sebagaiman' 

dimaksud pada ayat (2) Bupati atas usulan (ia: Badan Pengawas menunjuk anggota Direksi 

yang bara untuk memangku jabatan yang tertua j dalam sebagaiman dimaksud pada ayat (2);

(4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan t rap menjalankan pekerjaannya atau jabatan 

Direksi tertuang selun tkya das belum dia gkat, maka sementara waktu pengurusan 

Perusahaan Daerah dijalankan Pelaksana Tugas y mg ditunjuk Bupati;

(5) Dalam memalaskan tugas dan kewenaagan sfi) gaimana dimaksud dalam pasal (21) huruf g 

Direksi dapat melaksanakan sendiri atan memb’i kuasa kepada :

a. Seorang atau beberapa orang anggota Direte atau

b. Seorang atan beberapa orang pegawai P o  ahaan Daerah baik sendiri maupun bersama-

sama; atau

c. Orang atau badan lain yang khusus ditunjuk antnk hal-hal tersebut.

Pasal < i

Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 i ayat (5) huruf a, tidak berwenang mewakili 

Perusahaan D aerah:

(1) Terjadi perkara didepan pengadilan antara Pera; ahaan Daerah das Direksi yang bersangkutan;

(2) Anggota Direksi yang bersangkutan mempwi /ai kepentingan yang bertentangan dengan 

kepentingan Pernsahaan Daerah.

Pasal 'i-
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Pasct ?6

Rapat Direksi:

(!) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kniaig ya 1 (Satu) bulan sekali;

(2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada a’ at (1) dibicarakan hal-hal yang herimbingan 

dengan Pemsahaan Daerah (PD) sesuai dengaa ugas, kewenangan dan kewajibanya;

(3) Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar rru yawarah untuk ranfakat;

(4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka k; putusan diambil berdasarkan suara terbanyak;

(5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

P a s i  i '.7

(1) Rencana kerja 5 (Tiga) tahunan sebagaimaw dimaksud dalam pasal 2! ayat (2) seknrang- 

koranpya m em uat:

a. Evaluasi Pelaksanaan rencana jangka Pan c g sebelum;

b. Posisi Perusahaan Daerah pada saat P eras  aan Daerah menyusun rencana jangka panjang;

c. Asumsi-asumsi yang dipalui dalam penyu; u an rencana jangka panjang;

d. Penetapan sasaran, strategi kebijakan d;:i; orogram keija rencana jangka panjang beserta

antar keterkaitan unsur-nnsui tersebut

(2) Rencana keija sebagaimana dimaksud pa :. ayat (1) yang berkaitan dengan rencana 

pengelolaan berpedoman pada RPJP dan RPJE abupaten Sonawe Selatan;

(3) Rencana Keija 3 (Tiga) Tafnrn yang teh! ditanda tangani bersana Badan Pengawas 

disampaikan kepada Bupati disahkan untuk dikonsolidasikan dengan RPJH Kabupaten Konawe 

Selatan dan disahkan oleh Bupati

(4) Pengesahan oleh Bupati sebagaimana dima&jd pada ayat (3) dilakukan setelah dibahas 

bersama dengan instansi terkait

Pasal :8

(1) Rencana Keija dan Aanggaian Pemsahaan Daet h sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat

(2) sekurang-kurangnya m em uat:

a. Rencana Kerja Perusahaan Daerah;

b. Anggaran Perusahaan Daerah;
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c. Preyeksi kenangan pokok Perusahaan Daerah; 

i  Bal-bal yang memerlukan pengesahan oleh Bn a t l

(2) Rencana keija dan anggaran Pernsahaan Daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diajukan 

kepada Bnpati melaini Badan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bnlan sebelum berakhirnya 

tahnn buku untuk memperoleh pengesahan;

(3) Rencana keija dan anggaran Perusahaan Daerat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 

berkaitan dengan pengelolaan kawasan indus ri disusun dengan pedoman pada RKPD 

Kabupaten Konawe Selatan;

(4) Rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerak ibagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan 

oleh Bnpati selambat-lambatnya tanggal 31 (tig;-. olah satu) sebelum tahun berjalan;

(5) Salam bal rencana keija dan anggaran Pernsr taan Daerah sebelum disahkan oleh Bupati 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka ren ana keija dan anggaran Pernsahaan Daerah 

tersebut dianggap sah m tnk  dilaksanakan sep, ajang telah memenuhi ketentuan tata cara 

penynsunan rencana kerja dan anggaran Pernsasu m  Daerah;

(6) Pembahan rencana keija dan anggaran Peruri: ian Daerah dalam tahnn bnkn yang sedang 

berjalan disampaikan kepada Bnpati nntnk menela atkan pengesahan;

(7) Pengesahan rencana kerja dan anggaran Peiusai ian  Daerahtennasuk perubahannya diberikan 

oleh Bnpati setelah mendapat pertimbangan Badai Pengawas.

Bagian Kecn iat 
Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal

(1) Penghasilan Direksi terdiri d a r i : 

i  Gaji;

b. Tunjangan;

c. {asa Produksi

(2) Saji sebagaiman dnnalnmd ayat (1) hnntf a. ditetapkan oleh Bnpati dengan mempeibati 

kemampuan Perusahaan Daerah;
(3) Jenis dan besarnya tanjanym sebagaimana dirca snd ayat (!) huruf b ditetapkan oleh Direksi 

berdasarkan ketentuan yang berlaku.
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Bagian Kol; ua 
Cuti dan Peijalui in Dinas

Pasal 3

(1) Direksi memperoleh bak cuti sebagai beriku t:

3. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerj,;

b. Cuti besar/cuti panjang, selama 2 (doa) buta mitnk setiap 1 kali masa jabatan;

c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan untuk dirioris;

d. Cuti alasan penting;

e. Cuti sakit

(2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud aye-. 0 )  huruf a, b das c dilaksanakan setelah 

mendapat peisetujnan Bnpati a tas pejabat yang iitnnjuk;

(3) Pelaksanaan bak cuti sebagaimana dimaksud ay< t (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah 

mendapat persetujuan Badan Pengawas;

(4) Direksi selama melaksanakan hak cuti mendapatkcpenghasilan penuh dari Perusahaan Daerah;

(5) Direksi yang akan melaksanakan dinas keluar ntg^ ri harus mendapat izin dari Bnpati;

Bagian Ketiam 
Pemberhwi ian

Pasal M

(1) Direksi diberhentikan dengan alasan :

a. Masa jabatannya berakhir;

b. Meninggal dunia.

(2) Direksi diberhentikan dengan Alasan :

a. Atas Permintaan Sendiri;

b. Karena mencapai usia GO (enam puluh) t a k  i;

c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;

d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program yang telah disetujui;

e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Pei tsahaan Daerah;

£ Diihnkom pidana berdasarkan putusan p e n p  lilan negeri yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap.
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Pasal 3;:

(1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu peilr atan sebagaimana dimaksud pasal 31 hamf

c, d dan e Badan Pengawas segera melaknkan pui liksaan terhadap yang bersangkutan;

(2) Apabila berdasarkan basil pemeriksaan terhadaj Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) 

terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepa< a Bnpati.

Pasal 3 5

(1) Dalam waktu paling lama 12 (dua belas) n i  kerja setelah menerima laporan hasil 

pemeriksaan dari Badan Pengawas, sebagaiman; dimaksud pada pasal 32 ayat (2), maka 

Bnpati harus mengeluarkan:

a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian seb.ic i Direksi bagi yang melakukan perbuatan 

dalam pasal 31 ayat (3 ,4  dan 5);

b. Keputusan Bnpati tentang pemberhentian semes tara sebagai Direksi bagi Direksi yang 

melakukan perbuatan dalam pasal 31 hnrnf e,

(2) Keputusan Pemberhentian terhadap Direksi yang idak melaksanakan tugasnya sesuai dengan

program kerja yang telah disetujui sebagaimana d;aaksud pasal 31 ayat (2) huruf d ditetapkan 

setelab Direksi yang bersangkutan diberikan fc sempatan untuk memberikan penjelasan /  

keterangan secara tertulis;

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada aya sate diberitahukan secara tertulis kepada 

anggota Direksi yang bersangkutan disertai a la s -  alasan yang menyebabkan tindakan itu.

Pasal 34

(1) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah pemberhentian sementara

«bagaimana riimahml pada pasal 33 ayat (1) uruf b Badan Pengawas harus mengadakan

sidang, dimana anggota Direksi yang bersangkotai diberikan kesempatan untuk membela diri;

(2) Pembelaan diri sebagaimana dhnakdud ayat (1) lisampaikan oleh Direksi yang bersangkutan

secara tertulis kepada Bnpati melalui Badan Peng; was;

(3) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (doa) Iralan ; :sudah sidang Badan Pengawas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bnpati menetalkan lebib lanjut status anggota Direksi yang 

bersangkutan y a i tu :

a. Diberhentikan seterusnya; atan
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b. Dibatalkan pemberhentian sementaranya.

{4) Bnpati merehabilitasi anggota Direksi yang pc nberhentian sementaranya dibatalkan atan 

menjadi batal baik karena Bnpati tidak member tahukan kepntusannya terhadap usai sidang 

Badan Pengawas maupun karena Badan Pengawai tidak mengadakan sidang.

Pasal o S

(1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimakst i pasal 19 hnrof a, b dan c diberhentikan 

dengan hormat;

(2) Direka yang diberhentikan sebagaimana dinsab-1 pasal 19 huntf d, e dan f  diberhentikan 

tidak dengan hormat;

(3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana diraaks i  pasal 19 huruf b diberikan uang duka

sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang dite ma pada bolan terakhir juga diberikan

penghargaan yang besarnya ditetapkan secara prc lorsional sesuai masa jabatannya;

(4) Direksi yang diberhentikan sebagaiman dimak i  pasal 19 hnrnf c selain diberikan nang

pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bnlan terakhir jaga diberikan 

uang penghargaan yang besarnya ditetapkan seca: t  proporsional sesnai masa jabatannya;

(5) Direksi yang diberhentikan karena habis m? s jabatannya dan tidak diangkat kembali

diberikan nang penghargaan sesuai dengan kemasi man Pemsahaan Daerah.

Pasal 36

Paling lambat 3 (tiga) balan sebelum masa jabatrc Direksi berakhir, Badan Pengawas sndah

mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 37

(1) Bnpati mwigaijglrat Pelaksanaan Tngas (PLT), aiahila Direksi diberhentikan sebelnm masa 

jabatannya berakhir;

(2) Pengangkatan pelaksana tngas ditetapkan dengan xpntusaa Bnpati untuk masa jabatan paling 

lama 3 (tiga) bulan.
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BAB XI 
BADAN PENGA ffAS

Bagian Pertw a 
Pengangkata

Pasal 33

(1) Pada Pernsahaan Daerah dibentak Badan Pengawai yang diangkat oleh Bnpati;

(2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai 

dengan bidang nsaha Perusahaan Daerah;

(3) Untuk diangkat sebagai Badan Pengawas harus nte nennhi persyaratan sebagai beriku t:

a. Warga Negara Indonesia;

b. Bertagwa kepada Tahan Tang Maha Esa;

c. Mempunyai moral dan akblag yang baik; 

i  Sehat jasmani dan rohani;

e. Setia dan taat kepada Negara dan Peraerintal Republik Indonesia;

L Mempnnyai waktu yang cukap;

g. Mempnnyai pengalaman keahlian dihidangnya minimal S (lima) tahnn;

h. Tidak terikat hubngan keluarga dengan Bnpii atan anggota Direksi atan dengan anggota 

Badan Pengawas lainnya sampai dengan du. lat ketiga baik menurot garis lnrns raatrpnn 

kesamping termasuk menantu dan ipar;

(4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dima snd ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan 

Bnpati

Pasal 29

(1) Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi 

ketna merangkap anggota;

(2) Badan Pengawas dari nnsnr-unsnr SKPD yang prc iesional dan instansi lain yang kegiatannya 

berhubungan dengan Pemsahaan Daerah atan peje iat lain yang diasalkan oleh Bupati.

Pasal #

(1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) ;ali masa jabatannya;

(2) Hasa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun;

18



(3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali di) ikukan k a ren a :

a. Mampn mengawasi Perusahaan Daerab semai d: ngan program kerja;

b. Mamjra memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan 

pemsahaan lainnya;

c. Mampn memberikan pendapat mengenai peluani nsaha yang mengnntnngkan dimasa yang 

akan datang.

Bagian Kedua 
Tngas dan Wewenang Bad tn Pengawas

Pasal 41

Badan Pengawas mempnnyai tngas sebagai te r ik u t:
(1) Mengawasi kegiatan operasional Pernsahaan Daerah:

(2) Memberikan pendapat dan saian kepada Bnpati ; srhadap pengangkatan dan pemberhentian 

Direksi;

(3) Memberikan pendapat dan saran kepada Bnpati te hadap program keija yang dilakukan oleh 

Direksi;

(4) Membelikan pendapat dan saran kepada Bnpati teriadap laporan Neraca dan perhitnngan laba 

ragi;

(5) Memberikan pendapat dan saran kepada Bnpati ata: kinerja Pernsahaan Daerah.

Pasal 42

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut

(1) Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak nelaksanakan tngas sesuai dengan progiam 

keija yang telah disetnjni;

(2) Memeriksa Direksi yang didega merugikan Perusakan Daerah;

(3) Mengesahkan rencana keija dan anggaran Perasaiis in Daerah;

(4) Mgnwima atau menolak pertanggung jawaban kenangan dan program keija Direksi tahun 

berjalan.

Pasal 43

Badan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya k ja d a  Bnpati secara berkala dan sewaktu- 

waktn apabila diperinkan.
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Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memiliki k pentingan yang bertentangan dengan atan 

menganggn kepentingan Pernsahaan Daerah.

Bagian Ketig 
Penghasilan Badan Fagaw as

Pasi 4v

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarim

Pasal 4S

(1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium ebesai 40 % (empat puluh persen) dari 

penghasilan direktur Utama;

(2) Sekretaris Badan Pengawas menerima Honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari 

penghasilan Direktur Utama;

(3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarim sebesar 30% (tiga puluh persen) dari 

penghasilan direktur utama;

(4) Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahnn diberikan jasa produksi;

(5) Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pete sanaan tngas Badan Pengawas dibebankan 

kepada Perusahaan Daerah dan secara jelas d rauat dalam rencana kerja dan anggaran 

Perusahaan Daerah.

Bagian Keemiat .
Pemberhentian Badsn Pengawas

Pasal 47

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan a lasan :

(1) Atas permintaan sendiri

(2) Meninggal dunia;

(3) Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;

(4) Tidak melaksanakan tugas dan kewenaugannya;

(5) Terlihat dalam tindakan yang merugikan Pernsahaan Daerah;

(6) THhtilmm pidana berdasarkan pntnsan Pengadila i Regeri yang telah mempnnyai keknatan 

hnkum tetap.

Pasal 4‘i
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Pasal 48
(1} Apabila Badai Pengawas diduga melakukan salah atn perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 

47 ayat (3,4 dan 5), Bnpati segera melatakan peroe'iksaan terhadap yang bersangkutan;

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan awal seb.gaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat 

cakup bukti awal, maka Bupati memberitahukan te tang rencana pemberhentian secara tertulis 

kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkut;, i;

(3) Dalam waktu selambat-lambatnya i (satu) bulan ejak pemberitahuan iencana pemberhentian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badai Pengawas yang bersangkutan diberikan 

kesempatan untuk memberikan penjelasan/ketera igan atau pembelaan diri secara tertulis 

kepada Bupati;

(4) Berdasarkan penjelasan/keterangan atan perrJ) laan diri dari Badan Pengawas yang 

bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ay t (3) Bupati memerintahkan melakukan 

pemeriksaan lanjutan;

(5) Apabila berdasarkan basil pemeriksaan, Badan Pfuwawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, 3 : pati paling lama 12 (dua belas) hari keija 

segera mengeluarkan Keputusan Bupati tentang p e: berhentian;

(6) Bupati mengeluarkan Keputusan pemberhentian s d ig a i  Badan Pengawas yang dihukum pidana 

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

sebagaimana dimaksud pada ayat (B) pasal 47 Peraturan Daerah isi.

Bagian Kelim i 
Ketentuan Lain- ain

Pasal 49

(1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan perbnUan sebagaimana di maksud dalam pasal 47 

huruf e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

(2) Apabila berdasarkan basil pemeriksaan sebagai# ana dimaksud ayat (1), Badan Pengawas 

terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bipati paling lama 12 (dua belas) hari keija 

segera mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan 

Pengawas dan diberitahukan secara tertulis kepaca yang bersangkutan disertai alasan-alasan 

yang menyebabkan tindakan itu.
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(3) Daiam waktu selambat-lambatnya 1 (satu} bulan sej;k pemberitahnan kepntnsan pemberhentian 

sementara sebagaimana dimaksud ayat (2), Badar Pengawas yang bersangkutan diberikan 

kesempatan untnk membela diri;

(4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Bnpati dan disampaikan 

secara tertulis;

(5) Berdasarkan pembelaan diri sebagaimana dimaksu: ayat(4) Bupati menetapkan lebih lanjut 

status anggota Badan Pengawas yang diberhentikan sementara tersebut yaitu :

a. Diberhentikan seterusnya; atan

b. Dibatalkan pemberhentian sementaranya;

c. Bupati harus memberitahukan keputusannya ecaia tertulis kepada anggota Badan 

Pengawas yang bersangkutan, jika pembcr ahuan tentang pemberhentian itu tidak 

dilakukan maka pemberhentian sementara ajit jota Badan Pengawas dimaksud menjadi 

batal.

(6) Bupati merehalibitasi Badan Pengawas yang peir jerhentian sementaranya dibatalkan atau 

menjadi batal karena Bupati tidak memberitahukan kepetusannya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (S);

(7) Kedudukan sebagai anggota Badan Pengawas b rakfair dengan dikeluarkannya kepntnsan 

pemberhentian oleh Bnpati

P a s a l  50

(1) Rapat Badan Pengawas diselenggarakan sekurang-h angnya 3 (tiga) bulan sekali;

(2) Dalam rapat sebagaimana dimaksnd pada ayat i ) dibicarakan hal-hal yang berhubungan 

dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas, ke v enangan, dan kewajiban Badan Pengawas;

(3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas das. musyawarah untuk mufakat;

(4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka kepntisan diambil dengan suara terbanyak;

(5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.
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BAB xn 
UNIT -  UNIT

Pasat 51

Untai melaksanakan Operasional, pada Perusahaan Daerah dibentak nnit sebagai beriku t:

(1) Administrasi kenangan dan umnm;

(2} Pemasaran dan pengembangan teknik.

Pasal 52

(1) Setiap suit sebagaimana dimaksnd dalam pasal SI lipimpin oleh manager yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Direksi;

(2) Pengangkatan dan pemberhentian manager d ilakuan setelah mendapat persetujuan Badan 

Pengawas.

Pasal 53

Manager administrasi kenangan dan umum mempunyai tti- as membantu Direktur nntnfc

(1) H enpsnn  rencana kegiatan bidang administrasi keiangan dan omnm sesuai dengan petunjuk 

dan pedoman yang berlaku;

(2) Henyiapkan bahan penyusunan rencana keija dan anggaran Pernsahaan Daerah berdasarkan 

kebijakan umum yang telah ditetapkan Bupati dan ketentuan peratnran penmdang-undangan 

yang berlakn;

(3) Henyiapkan bahas perencanaan dan pengendalian sumber-sumber pendapatan, pembelanjaan 

dan kekayaan Perusahaan Daerah sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang berlaku;

a. Menyusun rencana kegiatan dihidang ken mahtanggaan, kesekretariatan, kebutuhan 

peralatan kantor, kearsipan, tatalaksana opera ional Pernsahaan Daerah sesuai bidangnya 

dan rencana kegiatan lain yang terkait;

b. Melaksanakan perawatan fasilitas infrastrnltur dan perawatan lingknngan kawasan 

industri;

c. Menyusun rencana kegiatan dibidang administrasi kepegawaian;

d. Melaksanakan kegiatan pembakuan semua t ansaksi dan menynstm laporan kenangan 

secara berkala sesuai dengan prinsip dan itar( lar aknntasi yang berlaku;

e. Melaksanakan pemeliharaan peralatan kaator, jedung dan lingkungannya;
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t  Menyiapkan bahan pembinaan karier dan pe tingkatan kesejahteraan pegawai/karyawan 

semai dengan petunjuk dan pedoman yang W ak n ; 

g. Melaknkan koordinasi dengan pihak terkait;

i  Membimbing dan mengawasi bawahan dalam penyelesaian tngas;

i. Melaknkan penilaian prestasi kerja tahnnan b iwahas;

j. Melaporkan pelaksanaan tngas dan hasil-hasil iya kepada Direksi;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi sesuai dengan bidang

tegasnya.

Pasal >4

Manager pemasaran dan pengembangan teknik mempnny ii tngas membantu Direktur dalam hak

(1) Menyusun rencana kegiatan bidang pemasaran dan pengembangan teknik sebagai pedoman 

pelaksanaan tngas;

(2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dai anggaran Pernsahaan Daerah berdasarkan 

kebijakan umnm yang telah ditetapkan Bnpati dsa ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku;

(3) Menyampaikan informasi peluang investasi atan n elakukan kegiatan promosi pemasaran asset 

Pernsahaan Daerah dan mengadakan komunikasi aktif dengan kalangan dunia nsaha;

(4) Melaknkan kegiatan pemasaran asset komersial mtara lain berupa penyewaan bangunan

Sarana Usaha Indnstri Kedi (S M ) dan Kapling In^nstri milik Pernsahaan Daerah;

(5) Mengadakan penelitian yang berkaitan dengan pot nsi Perusahaan Daerah guna pengembangan 

Perusahaan Daerah;

(6) Memfasilitasi pihak ketiga dengan d inas/inst utri yang berwenang dalam membantu

memperlancar proses perizinan;

(T) Menyusun berita acara perjanjian sewa/kontrak asset komersial Perusahaan Daerah;

(8) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;

(9) Membimbing das mengawasi bawahan dalam penyt lesaian tngas;

(10) Melaknkan penilaian prestasi keija tahunan bawah m;

(11) Melaporkan pelaksanaan tngas dan hasil-hasilnya kepada Direksi;

(12) Mrialrcanalrm tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal >■

Ketentaan lebih lanjut tentang tngas, kewenangan d.'i kewajiban kepala unit/raanager ditetapkan 

oleh Direksi

B fiB X T

SATUAN PENGAWAI f  IINTEREN 

Pasal '>

(1) Satuan pengawasan interen melaksanakan peni i  /asan interen kenangan dan operasional 

pernsahaan;

(2) Satuan pengawasan interen sebagaimana dimaksu pada ayat (1) dipimpin oleb seorang kepala 

yang bertanggung jawab kepada Direktnr/Direktv s itaraa;

(3) Kepala satuan pengawasan interen diangkat dan iberhentikan oleb direktur setelah mendapat 

persetujuan dari Bnpati;

(4) Kepala satnan pengawasan intern h a u s  meiailic pendidikan dan atan keahlian yang cokop 

memennhi persyaratan sebagai pengawas intern, a) jektif dan berdedikasi tinggi.

f  sal 57

(1) Satnan pengawas intern mempunyai tngas sebagm le rik it

a. Membantu direktur ntama dalam m e la b i lkan pemeriksaan intem kenangan dan

operasional Pemsahaan Daerah, menilai pii jendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya

pada Pemsahaan Daerab serta memberikan s ran-saran perbaikannya;

b. Memberikan keterangan tentang basil peme iksaan atan hasil pelaksanaan tngas satnan

pengawas intem sebagaimana dimaksud patU hnmf a kepada Direksi

(2) Tngas pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (i meliputi;

a. Kembnat analisis dan penilaian dibidang k aangan, akantasi, operasional dan kegiatan

lainnya melaini pemeriksaan dan peraantanw; x,

k  Memberikan saran perbaikan dan infona. u  yang obyektif tentang kegiatan yang

direview kepada semna tindakan manajemen;
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c. Mengidentifikasi segala kemungkinan nutui memperbaiki dan meningkatkan efisiensi 

penggunaan sumber daya dan dana serta mt* igkatkan kegiatan yang ada di Perusahaan 

Daerah;

d. Memberikan saran dan pertimbangan tenis g langkah-langkah dan atan tindakan -  

tindakan yang perin diambil sesuai bidang U: tsnya;

e. Memberikan pendapat atas kegiatan opera:;i ia! Pemsahaan Daerah maupun kebijakan 

yang telah dilakukan oleh Direksi;

£ Melaporkan pelaksanaan tngas dan hasil-hasil ya kepada Direksi; 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang d ik ; a n  oleh direktnr sesuai dengan bidang 

tugasnya.

Pasal !'

Direksi wajib memperhatiakan dan segera mengambil !■: gkah-langkah yang diperlukan atas segala 

sesoatn yang dikemnkakan dalam setiap laporan 1 - 1 pemeriksaan yang dibnat oleh satnan 

pengawas interen.

Pasal i':

Atas permintaan tertulis Badan Pengawas, Direksi rae i srikan keterangan hasil pemeriksaan tngas 

satnan pengawasan interen sebagaimana dimaksud dalr; pasal 57 ayat (1).

Pasal fcG

Dalam pelaksanaan tngasnya, satnan pengawasan in te i  wajib menjaga kelancaran pelaksaan tngas 

satnan organisasi lainnya dalam Pemsahaan Daerah asuai dengan tngas dan tanggnng jawab 

masing-masing.

BAB XIV- 
KEPEGflW l M

Pasal S

Direksi mengangkat dan memberhentikan manager, peg. wai Pemsahaan Daerah setelah mendengar 

pertimbangan Badan Pengawas dan mendapat persetuj; an Bnpati berdasarkan ketentnan-ketentnan 

pokok mengenai kepegawaiaan Perusahaan Daerah.
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Pasal 62

Pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian, edudukan, kepangkatan, jabatan, gaji /

upah, kesejahteraan dan penghargaan kepada pengawai pernsahaan diatur dan ditetapkan oleb

Direksi semai Peratnran Daerah.

Pasal 63

Bagi pernsahaan tidak beriakn segala ketentuan eselon; ;asi jabatan yang b eriak  bagi pegawai

negeri.

Pasal 64

(1) Usulan tarif sewa lahan, nang pemasukan ats penyerahan penggunaan tanah, sewa 

gedang/bangunan dan pass masnk diusulkan oleh Direksi dan ditetapkan dengan kepntnsan 

Bnpati;

(2) Penyusunan dan penetapan struktur tarif tersebut ada ayat (1} berpedoman pada peratnran 

penmdang-nndangan yang beriakn dan dapat dilakui in penyesuaian;

(3) Apabila terjadi pernbahan-pernbahan yang signiffian misalnya perubahan komponen biaya 

pemeliharaan, maka selambat-lambatnya 2 (duci tahnn sekali perlu diadakan peninjauan 

kembali penetapan tarif yang beriakn;

(4) Ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut teknis pelaksanaan tata pelayanan Pernsahaan 

Daerah (PU) ditetapkan oleh Direksi atas persetujnai Bnpati sesuai dengan ketentnan peratnran 

penmdang-undangan yang beriakn.

BAB XV
TAHUN BUKU, LAPORAN KEUfiK SAN DAN TAHUNAN

Pasal 65

Tabun bnkn Pernsahaan Daerah Kabnpaten Konawe Selatr a adalah Takwim;

Pasal 66

Perhitungan tahnnan dibuat sesuai dengan Standar Ataut; nsi Kenangan yang berlaku.
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Pasal 67

(]) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakh nya tahnn bnkn, Direksi menyampaikan 

laporan kenangan kepada Bnpati melaini Ketat Badan Pengawas untuk mendapatkan 

pengesahan yang terdiri dari neraca dan perhitungn laba ragi tahunan setelah di audit oleh 

aknntan publik dan atan badan yang ditonjok;

(2) Neraca dan perhitungan laba ragi tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Bnpati 

memberikan kebebasan tanggung jawab kepada Direiii dan badan pengurus;

(3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhiuya tahnn bnkn Direksi telah mengajukan 

rencana keija dan anggaran Pemsahaan Daerah la b ; paten Konawe Selatan;

(4) Apabila pada tanggal 31 Desember tahnn beijair a Badan Pengawas belum mengesahkan 

rencana keija dan anggaran Pernsahaan Daerah kabnpaten Konawe Selatan yang diajukan 

dianggap telah disahkan.

Pasal lii

(1) Laporan T a ta a n  di tandatangani oleb semna an y g ta  Direksi dan Badan Pengawas serta di 

sampaikan kepada Bnpati nntnk mendapat pengesafci;

(2) Dalam bal ada anggota Direksi atan Badan Pengaw s tidak menandatangani Laporan Tabnnan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutk m alasannya secara tertulis.

Pasal 69

(1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 <yat (1) membebaskan Direksi dari tangnng 

jawab terhadap segala sesuatunya yang termuat dai- m Perhitungan Tahunan;

(2) Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang diajikaa dan disahkan tersebut ternyata tidak 

benar dan atan menyesatkan, maka anggota D ireki dan Badan Pengawas secara tanggung 

renteng bertanggang jawab terhadap pihak ketiga y;ag di rugikan;

(3) Anggota Direksi dan Badan Pengawas dibebaskan d. ri tanggung jawab sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) apabila terbnkti bahwa keadaan terse ut bukan karena kesalahannya.
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Pasal 70

(1) Laporan berkala baik laporan triwulan, laporan stir ;ster maupun laporan lainnya tentang 

kinerja pernsahaan disampaikan kepada Badan Pengaw ;;

(2) Tembosan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bnpati.

Laporan tahnnan, perhitungan tahanan, laporan berk<il< dan laporan lainnya sebagaimana di 

maksud dalam bagian ini disampaikan dengan bentuk, is- an ta ta  cara penyusunan sesuai dengan 

ketentuan peratnran penwdang-nndangan yang beriakn.

Pasal 72

(1) Dari laba bersih yang telah sahkan sebagaimana di : laksud dalam pasal 68 Peratnran Daerah 

ini, setelah terlebih dahulu dikarangi cadangan ti nan, ditetapkan penggnnaanya sebagai 

b e rika t:

a. Kas Daerah______ _ _ _ _ _  55%;

b. Pernsahaan Daerah----- - ---  45%;

(2) Empat pnlnh lima persen (45%) dari laba benih  s e k  jaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai

sestai dengan peratnran perundang-nndangan yang is srlakn;

(4) Cadangan Umum dilakukan sampai cadangan mencap i sekurang-kurangnya 2 (dua} kali lipat 

dari modal yang di tempatkan;
(5) Rilagiana Cadangan Umnm telah mencapai tnjnann a sebagaimana dimaksnd ayat (4) maka 

penggnnaanya flialflii™ kepada Pemerintah Kabnpaten Konawe Selatan.

- 2 1 -

Pasal 71

untuk :

a. Cadangan Umnm

b. Jasa Produksi

c. Dana pensiun

i  Dana Sosial dan Pendidikan----- 5%;

(3) Penggunaan Cadangan Tnjnan sebagaimana te r s e t  : pada ayat (1) ditetapkan oleb Bnpati
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Pendapatan daerah yang menjadi bak daerah wajib diseto> kan ke kas daerah segera setelah laporan 

tahanan di sahkan Bnpati sesuai ketentuan sebagaimana d a t u  dalam perataran darah ini.

BAB XV 
KERJflSM a 

Pasal 7A

(1) PD dapat mengadakan kerja sama dengan p ite t  ketiga nntnk meningkatkan Efisiensi,

Produktivitas, dan Efektifitas Perusahaan Daerai (PD) dalam upaya melanjutkan serta

mengembangkan nsaha;

(2) Pihak ketiga yang berbentuk badan usaha/peronngan dan akan mengadakan keijasama

dengan Pernsahaan Daerah (PD) haius memennhi s y. : a t :

a. Memiliki status hukum sesuai dengan ketentnaii ; eiundang-undangan yang b eriah  di 

Indonesia;

b. Memiliki NPWP;

c. Lambang/swasta asing harns mendapat izin rek> mendasi dari pejabat berwenang dan 

tunduk terhadap aturan perundang-undangan y-u j berlaku;

i  Memiliki Bonafiditas dan Kredibilitas;

(3) Kerjasama Pernsahaan Daerah dengan pihak ketiga d< pat di lakukan 2 bentak :

a. Keijasama Pengelolaas (Johrt operation);

b. Keijasama usalia patungan floint venture);

(4) Keija sama dilaknkan dengan tidak mengnbah Status Badan hukum Pemsahaan Daerah;

(5) Bagian laba atas haul nsaha kerjasama Pernsahaan Daerah dengan pihak ketiga yang menjadi 

hak pemsahaan, dibukukan dengan prnsip-prisip a t a  tansi Indonesia;

(6) Pengawasan umnm terhadap pelaksanaan usaha ke jasama Perusahaan Daerah dengan pihak 

ketiga oleh Bupati;

(7) fotwitna» lebih lanjut tentang pelaksanaan keijasama dilakukan berdasarkan ketentuan 

peiundang-usdangan yang beriakn.

Pasal 73
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BAB XVI/

TANGGUNGJAWAB DAN TDNBTflN G M TI RUGI

Pasal 25

(1) Semua Pegawai Pernsahaan Daerah, Termasuk Direksi ang dalam kedudukanya tidak dibebani 

tngas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan Perusahaan 

Daerah, yang karena tindakan melawan hukum a t;a  melalaikan tngas dan kewajibannya 

kepada merela baik langsung maupun tidak lanus ng telah menimbulkan kerugian bagi 

Perusahaan Daerah, kepadanya di wajibkan mengaiti kerugian tersebut;

(2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap 

pegawai Perusahaan Daearah sepanjang tidak di atur u lam  perundang-undangan tersendiri;

(3) Semua suiat bukti dan surat lainnya, sebagaimana sifatnya yang termasnk dalam sistem 

ketatausahaan dan administra» Pernsahaan Daerah ( isimpan pada bagian atau tempat lain 

yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali jika untuk semen ara di pindahkan ke Badan Pengawas 

apabila di aaggap perlu untuk kepentingan suatu peme iksaan.

BAB x m  

KETENTUAN IJU  i-LWN

Pasal K

Tata cara penjnalan, pemindahtanganan atau pem bebas t atas aktiva tetap pernsahaan serta 

penerimaan pinjaman jangka menengah atan jangka panjan dan pemberian pinjaman dalam bentuk 

dan cara apapun serta tidak menagih lagi dan meng) ipnskan dari pembukuan piutang dan 

persedian barang oleh pemsahaan ditetapkan sesuai d ngan ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang beriakn.

Pasal 37

Pengadaan barang dan jasa pemsahaan yang mencgj nakan dana langsung dari anggaran 

pendapa  dan belanja daerah flilatonafem  sesuai dcagan ketentuan pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah.
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I

(1) Selain organ perusahaan, pihak lain manapun ilarang turnt mencampuri pengurusan 

pernsahaan;

(2) Organ Pemsahaan sebagaimana dimaksud pada ayat i i) adalah Direksi dan Badan Pengawas;

(3) Instansi Pemerintah Daerah tidak dibenarkan memb'bani perusahaan dengan segala bentuk 

pengeluaran;

(4) Pernsahaan tidak di benarkan membiayai keperlua. pengeluaran SSPD Kabnpaten Konawe 
Selatan.

Pasal 79

(1) Direka hanya dapat mengajukan pemohonan k : Pengadilan Negeri agar perusahaan 

dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Bupati;

(2) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atan k dalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan 

Daerah tidak ra tap  untnk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota 

Direksi secara tanggung rentang bertanggung jawab tas kerugian tersebut;

(3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau 

kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara ta n g p ig  rentang atas kerugian tersebut;

Pasal 80

Inggota Direksi dan semua pegawai pemsahaan yang i arena tindakan-tindakan melawan hukum

menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

Pasal 81

Semua suiat dan surat berharga yang termasuk kelompoi pembukuan dan administrasi perusahaan

disimpan ditempat pernsahaan atau tempat lainnya sesn. i dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang beriakn;

Pasal 78
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(1) Pembubaran perusahaan dan penonjolan likuidnya c ii tapkan dengan peratnran daerah;

{2) Semua kekayaan pernsahaan setelah diadakan likuid a i, menjadi milik daerah;

(3) Liknidatnr mempeitanggnnjswabkan likuidasi kepada apati;

(4) Bnpati memberi pembebasan tanggung jawab terhada; pelaksanaan pekerjaan yang telah 

diselesaikan liknidatnr.

Pasal 83

Pimpinan Satnan organisasi dalam pemsahaan bertanpn  jawab melaknkan pengawasan melekat 
dalam iingktmgan tngasnya masing-masing.

Pasal 84

Pemerintah daerah melaknkan pengawasan terhadap pengt iolaan kawasan industri yang di laknkan 
Pernsahaan Daerah.

BAB XIX 

KETENTUAN PERfil IHAN 

Pasal 85

Dengan beriaknnya Peratnran Daerah ini maka P ered  aan Daerah bisa beroperasional sambil 

menunggu ditetapkannya peratnran daerah tentang penyei aan modal Pemerintah Daerah Kabnpaten 

Konawe Selatan dalam rangka pendirian Pernsahaan 1 aerah, sebagaimana dimaksnd pasal 10 

Peratnran Daerah ini,

BAB XX 

KETENTUAN PENi TOP 

Pasal 86

Dengan memperhatikan ketentuan pasal 85 peratnran daerah ini, maka pada saat peratnran daerah 

tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kabnpaten Konawe Selatan dalam rangka pendirian 

Pemsahaan Daerah sebagaimana dimaksnd pasal 10 leratnran Daerah ini diundangkan maka 

Pernsahaan Daerah Kabnpaten Konawe Selatan mulai beroperasional.

Pasal 82

33



Pasal 87

Peraturan Daerah isi mulai beriakn pada tanggal diundaagk; n.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pei gnndangan peratnran daerah ini dengan 

penempatannya dalam lembaran daerah Kabnpaten Konawe elatan.

Disahkan di Andodo 
pada tanggal 9 Pebrnari 2011

Dinndangkan di andoolo 
Pada tanggal 9 * « ? -  2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE $1 W A N  

H. SABDJUN MOKKC

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWES SELATAN TAHUN 2011 NOMOR :
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